BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN

Sebagaiamana rilis resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan
melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-
52/PK/2024 tanggal 30 Mei 2024 perihal Penyampaian Kerangka Ekonomi
Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025 Sebagai Dasar Penyusunan
KUA PPAS dan APBD Tahun 2025, kebijakan belanja negara pada tahun 2025
diarahkan wuntuk “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan. Untuk mempercepat akselerasi transformasi ekonomi maka dalam
jangka menengah pemerintah juga mendorong penguatan kualitas sumber daya
manusia, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan nilai tambah sumber daya
manusia”

APBN Tahun 2025 bertujuan untuk mendorong akselerasi pertumbuhan
ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, selain juga dirancang untuk
menghadapi tantangan global yang semakin kompleks serta menjaga stabilitas,
inklusivitas, dan keberlanjutan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian
ekonomi dunia.

Sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045, APBN 2025 akan menjadi
instrumen utama dalam mengoptimalkan potensi perekonomian sekaligus
memperkuat daya saing dan produktivitas nasional, meskipun jelas akan terus
diuji oleh gejolak global. Tantangan tahun ini maupun tahun depan harus dapat
diantisipasi dan dikelola dengan prudent dan hati-hati.

Asumsi Dasar Ekonomi Makro Indonesia tahun 2025 antara lain: Nilai
Tukar Rupiah dari semula Rp16.100,00/US$ menjadi Rp16.000,00/US$, tingkat
suku bunga SBN 10 tahun dari semula 7,1 persen menjadi 7,0 persen dan lifting
minyak dinaikkan menjadi 605 (ribu bph) dari semula 600 (ribu bph). Untuk
asumsi ICP dan lifting gas tetap masing-masing US$82 per barel dan 1.050 (ribu
bsmph). Dengan stabilitas ekonomi yang terus dijaga pada tahun 2025, proyeksi
pertumbuhan ekonomi tahun 2025 diperkirakan dapat mencapai 5,2%. Perkiraan
tersebut cukup realistis dengan mempertimbangkan dinamika pemulihan dan
reformasi struktural untuk mendorong kinerja perekonomian yang lebih
akseleratif, namun di sisi lain tetap mengantisipasi risiko ketidakpastian yang
masih membayangi kinerja perekonomian nasional ke depan. Inflasi disepakati
dapat ditekan pada angka 2,5% pada tahun 2025.
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Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2025

Indikator APBN
Pertumbuhan ekonomi (%, yoy) 5,2
Inflasi (%, yoy) 2,5
Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun (%) 7,0
Nilai tukar (Rp/US$) 16.000
Harga Minyak Mentah Indonesia (US$/barel) 82
Lifting Minyak (ribu barel per hari) 605
Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari) 1.005

Sumber : Kementerian Keuangan RI

APBN 2025 diarahkan untuk mendukung pemerataan pembangunan di
seluruh Indonesia. Pemerintah memproyeksikan tingkat kemiskinan turun
dikisaran 7,0-8,0%, kemiskinan ekstrem ditargetkan mencapai 0%, tingkat
pengangguran terbuka berada dikisaran 4,5-5,0%, serta Gini ratio turun
dikisaran 0,379-0,382.

Bidang Prioritas

Program Prioritas pada Tahun 2025, antara lain meliputi Makan Bergizi
Gratis, pembangunan sekolah unggulan, renovasi sekolah, dan pemeriksaan
kesehatan gratis diharapkan dapat meningkatkan Indeks Modal Manusia (IMM)
agar mencapai 0,56. Selain itu, Ketahanan Pangan seperti program
pemberdayaan petani dan nelayan diharapkan dapat memperbaiki indikator
Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) masing-masing sebesar
115-120 dan 105-108 pada tahun 2025.

Pendapatan Negara

Pendapatan Negara dalam APBN tahun 2025 direncanakan sebesar
Rp3.005,1 triliun, yang bersumber dari Penerimaan Perpajakan sebesar
Rp2.490,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp513,6
triliun. Target tersebut telah memperhitungkan berbagai faktor termasuk
kapasitas ekonomi, iklim investasi, dan daya saing usaha dalam menakar basis
perpajakan.

Target Penerimaan Perpajakan tahun 2025 ditopang oleh reformasi
perpajakan, memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak,
mulai berjalannya sistem Coretax dan sistem perpajakan yang compatible
dengan perubahan struktur perekonomian dan arah kebijakan perpajakan
global.

PNBP dicapai dengan reformasi pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA),
optimalisasi dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta peningkatan
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inovasi dan kualitas layanan. Tata kelola PNBP ditingkatkan dengan
pemanfaatan teknologi dan informasi. PNBP juga sebagai instrumen regulatory
untuk mendorong ekonomi, mendukung dunia usaha, serta meningkatkan
kualitas layanan kepada masyarakat.

Belanja Negara

Sementara itu, Belanja Negara dalam APBN 2025 disepakati sebesar
Rp3.621,3 triliun, yang dialokasikan melalui Belanja Pemerintah Pusat sebesar
Rp2.701,4 triliun (termasuk sebesar Rp1.541,4 triliun Belanja Non-KL pada
Belanja Pemerintah Pusat) serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar
Rp919,9 triliun.

Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) tahun 2025 mencapai Rp1.160,1
triliun untuk mendukung keberlanjutan program prioritas, dan pelaksanaan
program unggulan Pemerintahan baru di bidang pendidikan, kesehatan,
perlinsos, ketahanan pangan, infrastruktur, hilirisasi industri, peningkatan
investasi, dan pengarusutamaan gender.

Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp919,9 triliun, untuk mendukung
akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui sinergi dan harmonisasi belanja
pusat dan daerah, pengembangan sumber ekonomi baru di daerah, peningkatan
investasi di daerah, dan keterlibatan dalam global supply chain. TKD juga
didorong untuk memperkuat keuangan daerah dengan peningkatan belanja
produktif, penguatan sinergi pembiayaan inovatif, dan penguatan local taxing
power, dan mempercepat konvergensi antar daerah.

Pembiayaan Anggaran

Defisit APBN Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar 2,53% dari
Produk Domestik Bruto (PDB) atau secara nominal sebesar Rp616,2 triliun.
Dengan besaran defisit yang moderat tersebut, Pemerintah bersama dengan
DPR telah menyepakati APBN 2025 masih membutuhkan pembiayaan utang
sebesar Rp775,9 triliun untuk dapat dikelola dengan efisien dan efektif.
Pembiayaan utang tersebut dikelola secara prudent dan sustainable dengan
pengendalian risiko dalam batas manageable. Pembiayaan investasi tahun 2025
sebesar Rp154,5 triliun, dilaksanakan secara selektif dan intensif, termasuk
dalam pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN dan Badan
Layanan Umum (BLU) dengan tata kelola yang baik agar efisien dan produktif.

Perekonomian nasional diperkirakan tumbuh kuat pada tahun
2025. Laju perekonomian diharapkan tumbuh 5,1 - 5,5 persen, yang utamanya
ditopang oleh konvergensi aktivitas perekonomian regional serta kebijakan
fiskal yang mendukung akselerasi transformasi ekonomi nasional. Perbaikan
daya beli masyarakat dengan tingkat inflasi yang terjaga, diharapkan mampu
mendorong konsumsi rumah tangga. Sementara itu, Konsumsi pemerintah akan
difokuskan pada program-program yang lebih produktif, tidak hanya menopang
perekonomian secara keseluruhan, tetapi juga memastikan keadilan dan
ketepatan sasaran dalam belanja sosial. Investasi diperkirakan akan semakin
meningkat, didorong oleh langkah-langkah penguatan reformasi struktural
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yang bertujuan meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing
Kelanjutan PSN juga diharapkan akan berkontribusi pada pertumbuhan
investasi yang berkelanjutan.

Di tengah prospek ekonomi dunia yang terus membaik, kinerja ekspor
diharapkan mengalami peningkatan. Selain itu, pengembangan produk-produk
hilirisasi lanjutan diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk ekspor
Indonesia di pasar internasional.

Laju inflasi pada tahun 2025 diperkirakan dapat bergerak dalam
rentang sasaran inflasi. Pencapaian inflasi tahun 2025 pada rentang 1,5 - 3,5
persen perlu didukung dengan daya beli masyarakat yang kuat dan ekspektasi
inflasi yang terjangkau. Inflasi volatile food juga diarahkan agar berada di bawah
lima persen, didukung dengan upaya menjaga ketersediaan pasokan dan
kelancaran distribusi. Pemerintah juga terus melakukan mitigasi risiko pada
saat kondisi yang dapat memicu gejolak harga, terutama masa Hari Besar
Keagamaan Nasional (HBKN). Berbagai kebijakan pengendalian inflasi terus
dilaksanakan melalui koridor pengendalian inflasi nasional oleh TPIP dan TPID.

Pada tahun 2025, perbaikan kondisi ekonomi domestik
diharapkan akan terus berlanjut. Hal ini menjadi salah satu factor yang akan
mendukung stabilitas nilai tukar tetap terjaga. Kinerja pasar keuangan
domestik yang lebih baik diharapkan dapat terus mendukung kepercayaan
asing dan arus modal masuk ke Indonesia. Sementara itu, perbaikan dan
pengembangan kinerja sektor riil dan industri diharapkan akan terus membuka
peluang masuknya investasi langsung dan meningkatkan kinerja ekspor
Indonesia. Inflasi yang tetap terjaga rendah diharapkan akan memberikan
peluang untuk pelonggaran kebijakan moneter, yang juga turut mendukung
kinerja sektor riil. Meskipun demikian, masih terdapat risiko terutama dari
pelonggaran Kkebijakan moneter global yang lebih lambat dari yang
diperkirakan.

Hal ini dapat memicu gejolak arus modal di dalam negeri. Perbaikan
ekonomi domestic juga dapat mendorong peningkatan impor yang lebih besar
yang dapat mengurangi daya dukung neraca perdagangan dan current account
pada posisi NPI. Dengan mempertimbangkan peluang dan risiko tersebut, nilai
tukar rata-rata pada tahun 2025 diperkirakan akan bergerak dalam kisaran
Rp15.300 - Rp16.000 per USD.

Kondisi suku bunga tinggi (high for | onger) The Fed diperkirakan
berlanjut hingga tahun 2025 dan tidak secara langsung berdampak pada yiel d
SBN sebagaimana terjadi di tahun 2008. Pada saat itu, Ketika The Fed
menurunkan suku bunga, kondisi fundamental perekonomian dan pasar SBN
Indonesia belum seperti saat ini, sehingga yield SBN cukup tinggi menembus 20
persen. Namun saat ini, fundamental ekonomi dan pasar SBN Indonesia sudah
lebih baik, yield SBN lebih rendah dan cenderung memiliki spread tipis terhadap
US Treasury. Dengan kebijakan fiskal dan APBN yang prudent diharapkan akan
meningkatkan optimisme investor dan menjaga yield SBN di kisaran 6,9-7,3
persen pada tahun 2025.
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ICP tahun 2025 diperkirakan bergerak dalam rentang yang
terbatas. Pada tahun 2025, ICP diperkirakan mencapai kisaran USD75 - USD85
per barel, masih dipengaruhi oleh dinamika geopolitik Timur Tengah, kondisi
ekonomi global, serta kebijakan OPEC+. Dari sisi supply, OPEC+ diperkirakan
masih mengambil langkah pengaturan produksi untuk merespons dinamika
harga minyak di tengah produksi minyak non-OPEC yang mengalami tren naik.
Sementara dari sisi demand, permintaan minyak global diperkirakan sedikit
meningkat, terutama dari Tiongkok.

Tabel 3.1
Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2023 - 2025
2023 2024 2025
Indikator
Realisasi APBN KEM PPKF*)
Pertumbuhan Ekonomi (%, yoy 5.05 5.2 5i=55
Infiasi{%, youl 261 28 15-35
Nilai Tukar Rupiah (Rp/usD) 15255 15.000 15.300-16.000
Vield SBM 10 Tahun (3} 668 6,7 69-73
Harga Minyak Mentah ' .
7843 82 75-85
Indonesia/|CP (USD/barel) ' |
Lifting Minyak (rbph) 6055 B35 580-601
Lifting Gas [rbsmgph 9604 1033 1.003-1.047

Sumber: Kesepakatan pada rapat koordinasi antar K/L dan Bank Indonesia tanggal & 'Mr:-| 2024

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, lifting minyak dan gas
pada tahun 2025 terus diupayakan untuk dipertahankan. Kinerja produksi
lifting minyak diperkirakan akan melanjutkan penurunan alamiahnya seiring
makin menurunnya produktivitas sumur-sumur tua dan belum berhasilnya
upaya eksplorasi penemuan sumur minyak baru. Di sisi lain, lifting gas
diproyeksikan mengalami peningkatan seiring mulai beroperasinya sumur-
sumur gas baru. Upaya peningkatan produksi hulu migas terus dilakukan melalui
peningkatan kegiatan eksplorasi yang masif, penguatan kualitas data survey
seismik dan pelaksanaan enhance oil recovery. Selain itu, secara nonteknis
peningkatan produksi diupayakan melalui perbaikan regulasi, penyempurnaan
skema kontrak, dan perbaikan fiscal terms dan revisi plan of development
beberapa blok hulu migas. Dengan mempertimbangkan berbagai upaya
peningkatan kapasitas produksi tersebut, maka lifting minyak bumi dan gas bumi
masing-masing diperkirakan 580 - 601 ribu barel per hari (rbph) dan 1.003 -
1.047 ribu barel setara minyak per hari (rbsmph) dalam tahun 2025.

Kebijakan Makro Fiskal Tahun 2025

Arah dan strategi kebijakan fiskal tahun 2025 didesain untuk
mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan
berkelanjutan. Dalam rangka mendorong akselerasi tersebut, kebijakan fiskal
2025 didorong agar tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan melalui (i)
optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi dan
keberlanjutan dunia usaha; (ii) penguatan kualitas belanja negara yang efisien,
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fokus terhadap program prioritas untuk akselerasi pertumbuhan dan
peningkatan kesejahteraan dan pemerataan, serta berorientasi pada
output/outcome (spending better); dan (iii) mendorong pembiayaan yang
prudent, inovatif, dan berkelanjutan dengan tetap menjaga pengelolaan risiko.
2025 tersebut, maka postur makro fiscal tahun 2025 adalah sebagaimana
ditunjukkan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Postur Makro Fiskal 2023-2025 (dalam % PDB)
2023
Realisas|
Unaudited
A. Pendapatan Negara dan Hibah 13,32 12,27 12,14~ 12,36
1. PenerimaanPerpajakan | 10,31 ' 10,12 | 10,09-10,29
2 PNBP 293 2,16 2,05-2,07
3 Hibah ' 0,081 ' 0,002 | 0.001-0,002
B. Belanja Negara ' 14,94 ' 14,56 | 14,59-15,18
1. Belarja Pemerintah Pusat | 10,72 | 10,81 | 1002-11.17
2. Transfer ke Daerah ' 1,22 ' 3,76 ' 3,67 - 4,01
C. Keseimbangan Primer ' 0,49 ' (0,11) | (0,30)- (0.67)
D. Defisit Anggaran {1.62) (2.29) (2,45) - (2,82)
BE Pembiayaan investasi - (0.43) - 0.77) - (0,30} - {0.50)
2. Rasio Utang 38,98 38,26 37,98- 36,71

Sumber: Kementerian Keuangan

Sasaran dan Indikator Pembangunan Tahun 2025

Tahun 2025 menjadi pijakan awal bagi pencapaian rencana
pembangunan jangka menengah sekaligus rencana pembangunan jangka
panjang periode 2025-2045. Oleh karena itu, tahun 2025 menjadi kunci bagi
akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk
mencapai Visi Indonesia Emas 2045.

Prioritas dan fokus pada indikator pembangunan dilakukan terhadap
bidang yang memiliki daya ungkit paling besar agar pencapaian target
pembangunan nasional dapat lebih efektif dan efisien.

Sasaran dan indikator pembangunan pada tahun 2025 ditargetkan
terus membaik, sejalan dengan penguatan kondisi perekonomian nasional.
Dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan terus meningkat, tingkat
pengangguran diharapkan menurun ke level 4,5 - 5,0 persen. Hal ini tentunya
diiringi dengan upaya peningkatan kualitas SDM melalui berbagai fokus
kebijakan yang merupakan kunci dalam menopang agenda pembangunan
nasional. Perluasan lapangan pekerjaan yang layak (decent job) juga terus
ditingkatkan untuk menyerap bonus demografi saat ini. Selain itu, program
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peningkatan kompetensi tenaga kerja juga terus diperluas untuk dapat menjawab
tantangan kebutuhan industry ke depan dan meningkatkan produktivitas.

Tingkat kesejahteraan masyarakat pun diperkirakan terus membaik.
Tingkat kemiskinan pada tahun 2025 ditargetkan untuk terus menurun
mencapai angka 7,0 -8,0 persen. Begitu pula halnya dengan tingkat ketimpangan
yang digambarkan melalui Rasio Gini ditargetkan menurun hingga rentang 0,379
- 0,382. Melalui kebijakan penguatan well-being, arah kebijakan untuk
peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat lebih fokus dan terarah dengan
menyasar beberapa area pokok, antara lain pendidikan, kesehatan, dan
pemberdayaan masyarakat. Selain itu, program kesejahteraan masyarakat dan
pemberdayaan juga tidak hanya ditargetkan untuk kelompok miskin dan rentan,
tetapi juga kelompok menengah.

Dengan demikian, diharapkan Upaya pencapaian peningkatan
kesejahteraan masyarakat dapat lebih progresif dan berkelanjutan. Kualitas SDM
terus ditingkatkan sebagai fondasi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Fokus kebijakan diarahkan pada peningkatan akses serta kualitas pelayanan
kesehatan dan pendidikan. Untuk mengukur pencapaian sasaran ini, akan
digunakan Indeks Modal Manusia (IMM) yang merupakan penyempurnaan dari
pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di tahun-tahun sebelumnya.
IMM merupakan indikator baru yang diharapkan dapat mengukur secara
komprehensif kemampuan dan kualitas daya saing SDM Indonesia. Di tahun
2025, IMM ditargetkan terus membaik mencapai nilai 0,56.

Peningkatan nilai tambah sektor pertanian serta pendapatan petani dan
nelayan juga terus diupayakan. Pencapaian ini diukur melalui Indikator NTP dan
NTN yang ditargetkan terus membaik mencapai masing-masing sebesar 113 -
115 dan 104 - 105 di tahun 2025. Peningkatan pendapatan serta stabilisasi
pengeluaran petani dan nelayan menjadi arah kebijakan yang diprioritaskan
Pemerintah yang ditempuh terutama melalui peningkatan akses pembiayaan
serta modernisasi usaha pertanian/perikanan.

Tabel 3.3
Sasaran Pembangunan 2023-2025
Indikator Reallsasi 2023 Outlook 2024 Target 2025
Tingkat Kemiskinan (%) 9,36 85-90 7.0-80
| Rasio Gini [Indeks) . 0.388 l 0.381 - 0,384 l 0,379 - 0,382
| Tingkat Pengangguran Terbuka (%) - 532 . 50-5.7 . 4,5-50
. Indeks Modal Manusia {Indeks) . = . - . 0,56
. Milai Tukar Petani (Indeks) . 112,46 l 105 - 108 l 113-115
l Milai Tukar Nelayan (Indeks) l 105.4 I 107 - 110 I 104-105

Sumber: RKP 2025

Kebijakan Umum Anggaran RAPBD Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2025 ‘ 27 I



Asumsi Dasar Ekonomi Makro dan Postur Makro Fiskal Jangka Menengah
2026-2029

Untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dibutuhkan
pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan Kkesejahteraan dan
pemerataan antardaerah yang semakin baik. Untuk itu diperlukan
transformasi ekonomi-sosial yang ditopang pengelolaan fiskal yang sehat dan
sustainable dalam jangka menengah panjang.

Untuk akselerasi transformasi ekonomi ditempuh melalui strategi jangka
menengah untuk penguatan kualitas SDM, hilirisasi dan transformasi ekonomi
hijau, penguatan inklusivitas, serta penguatan infrastruktur pendukung
transformasi ekonomi, penguatan kelembagaan dan simplifikasi regulasi.

Penguatan sektor manufaktur dapat memberikan peluang
perbaikan bagi produktivitas dan daya saing ekonomi nasional. Peran sektor
manufaktur sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi akan dioptimalkan
melalui perluasan hilirisasi SDA dan pengembangan ekosistem industri high tech
dengan focus kebijakan pada peningkatan kompleksitas produk guna
meningkatkan nilai tambah.

Saat ini hilirisasi masih pada fase pemurnian yang merupakan tahap awal
dari agenda transformasi ekonomi. Dalam jangka menengah, ekspansi industri
berbasis hilirisasi perlu terus dioptimalkan terutama dalam hal peningkatan nilai
tambah. Selain itu, industri high tech seperti Semikonduktor menjadi pilar
teknologi modern yang strategis. Di tengah era perubahan iklim, investasi dalam
kendaraan listrik dan energi terbarukan menjadi krusial. Pemerintah mendorong
pengembangan teknologi ini sebagai langkah untuk mengurangi polusi serta
ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Dengan demikian, diharapkan percepatan pertumbuhan sektor
manufaktur akan melampaui pertumbuhan PDB nasional dan mencapai nilai
tambah yang lebih tinggi, menguasai pasar domestik dan ekspor, serta
meningkatkan rantai pasok di dalam negeri.

Dalam jangka menengah, sektor-sektor yang lain juga ikut
berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Kinerja pertumbuhan sektor
pertambangan diperkirakan akan tetap tumbuh positif meskipun diperkirakan
mengalami moderasi. Pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh normalisasi dari
harga produk pertambangan, pelarangan ekspor mineral mentah, dan
peningkatan permintaan batu bara, bijih logam, serta batuan lainnya baik
domestik maupun luar negeri. Sementara itu, sektor transportasi diharapkan
tetap menjadi pendukung mobilitas dalam kegiatan aktivitas ekonomi.

Dukungan Pemerintah terhadap infrastruktur transportasi, peningkatan
transportasi publik, dan efisiensi jaringan jalan akan memperkuat kinerja sektor
ini. Adopsi kendaraan listrik juga akan terus meningkat guna mengurangi emisi
karbon dan dampak lingkungan. Sektor konstruksi diharapkan mengalami
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pemulihan yang signifikan dengan meningkatnya aktivitas konstruksi di berbagai
wilayah. Investasi dalam pembangunan dan pembaruan infrastruktur, termasuk
jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, dan system transportasi umum, akan terus
meningkat.

Ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas, efisiensi, dan daya saing
ekonomi. Perkembangan sektor perdagangan dalam jangka menengah akan
sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, inovasi teknologi, dan kondisi
ekonomi global. Perdagangan ritel akan terus berkembang, didorong oleh
perdagangan digital seperti perdagangan elektronik dan e-commerce yang
memungkinkan pelaku usaha untuk perluasan pasar. Perdagangan internasional
akan dipengaruhi oleh kebijakan proteksionisme dan kebijakan liberalisasi
perdagangan yang terus berlanjut. Sementara sektor penyediaan akomodasi dan
makanan minum diproyeksikan untuk terus tumbuh setelah pemulihan bertahap
pascapandemi Covid19.

Permintaan akan perjalanan dan akomodasi diharapkan meningkat
seiring dengan tren masyarakat yang semakin mengarah pada kebutuhan wisata,
adopsi digital dalam pariwisata, dan peningkatan infrastruktur transportasi.
Dengan demikian, meskipun pertumbuhan tinggi selama masa pandemi telah
mereda, sektor informasi dan komunikasi masih memiliki potensi pertumbuhan
yang baik.

Hal ini didorong oleh adopsi pengguna digital yang semakin meningkat,
pertumbuhan industry digital, berkembangnya kecerdasan buatan, dan bisnis
digital yang terus berkembang pesat.

Dalam jangka menengabh, laju inflasi diarahkan untuk tetap rendah
dan stabil guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang solid dan
berkelanjutan. Laju inflasi terus diupayakan terjaga dalam sasaran inflasi,
bergerak dalam rentang 1,5 - 3,5 persen. Pencapaian target inflasi jangka
menengah perlu didukung dengan terjangkaunya ekspektasi inflasi, kondisi
inflasi inti yang stabil, serta pergerakan inflasi pangan yang terkendali. Berbagai
kebijakan strategis pengendalian inflasi nasional terus diperkuat didukung
dengan peningkatan produktivitas sektor pertanian yang menopang ketahanan
pangan serta mitigasi risiko bencana dan perubahan iklim. Seluruh langkah
kebijakan tersebut juga perlu diperkuat dengan koordinasi kebijakan fiskal,
moneter, dan sektor riil yang tepat dan terukur guna mencapai inflasi yang stabil.

Pergerakan harga minyak mentah secara jangka menengah masih
dipengaruhi oleh dinamika penawaran dan permintaan di tengah dampak
konflik geopolitik. Secara fundamental, tingkat permintaan dipengaruhi oleh
kondisi ekonomi global. Transisi menuju energi alternatif dan penggunaan energi
hijau yang lebih ramah lingkungan di berbagai negara, juga turut berdampak
pada permintaan atas minyak mentah. Selain itu, respons kebijakan OPEC+ juga
memberikan dampak pada stok global. Di sisi nonfundamental, situasi geopolitik
juga turut menciptakan dinamika pada harga. Mempertimbangkan berbagai
faktor tersebut, ICP diperkirakan bergerak pada kisaran USD75 - 90 per barel.
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Tabel 3.4
Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah 2026 - 2029

langhka Menengah

Indikator
2027 2028

kb 55-60 56-6.1 87-52 58-66
| 1% j’Dﬁ:‘] | | |

inflasi (%, yoy) 15-35 15-35 15-35 15-35

Nilai Tukar Rupiah (R/USD) | 14.900- 15400 | 14B00-15300 | 14700-15200 | 14600- 15200

Yietd SBN 10 Tahun (%) 63-73 63-73 60-7.0 £0-7.0
- Harga Minyak Mentah i i i il

70-90 70-90 70-190 70-90
indonesia/ICP (USD/barel)
Lifting Miryak [rbph) 593 - 621 597-652 625-720 642 - 792

Lifting Gas (rhsmph) 1087 - 1.151 14551263 1276 - 1.459 1371 -1817

Sumber: Kesepakatan pada rapat koordinasi antar K/L dan Bank Indonesia tanggal © Mei 2024

Lifting minyak dan gas bumi pada jangka menengah masih
berpeluang untuk meningkat. Peluang peningkatan lifting tersebut diharapkan
terjadi dengan terus dilakukannya upaya eksplorasi penemuan sumur-sumur
baru dan pengembangan giant fields jangka menengah, seperti Tangguh Train-3,
Lapangan Abadi, dan Sakakemang. Selain itu, efisiensi operasi dan optimalisasi
sumur-sumur existing serta penyempurnaan kegiatan data survey seismic dan
enhance oil recovery terus dilakukan untuk menahan laju penurunan produksi
migas. Peluang peningkatan lifting migas juga dapat didorong melalui
penyelenggaraan carbon captured utilization and storage (CCUS). Upaya-upaya
tersebut harus dibarengi dengan kebijakan dari sisi nonteknis melalui perbaikan
regulasi skema kontrak bagi hasil, pemberian insentif fiskal, dan aspek
kemudahan berusaha untuk meningkatkan iklim investasi di sektor migas.

Dinamika faktor domestik dan internasional diperkirakan akan
terus menjadi faktor-faktor yang memengaruhi pergerakan nilai tukar.
Peningkatan ekonomi global dan reformasi struktural di dalam negeri dipandang
sebagai dua factor penting yang akan memengaruhi pergerakan nilai tukar dalam
jangka menengah. Peningkatan ekonomi global akan mendukung ekspor
Indonesia, sementara perbaikan struktur ekonomi domestik akan meningkatkan
daya saing produk dalam negeri serta menciptakan produk ekspor baru. Hal ini
diharapkan dapat meningkatkan cadev dan stabilitas nilai tukar. Selain itu,
peningkatan struktur pasar keuangan akan mendukung sumber pembiayaan
domestik dan mengurangi risiko defisit, yang pada gilirannya akan mengurangi
risiko defisit transaksi berjalan.

Di sisi lain, perbaikan ekonomi domestik akan menjadi faktor yang
menarik arus modal masuk ke pasar keuangan domestik. Secara keseluruhan,
faktor-faktor ini diperkirakan akan mendorong nilai tukar yang relatif stabil
dengan kecenderungan penguatan dalam jangka menengah.
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Sementara itu, yiel d SBN diperkirakan akan tetap stabil dalam
jangka menengah, meskipun tantangan yang dihadapi cenderung menurun.
Pergerakan yield SBN akan dipengaruhi oleh dinamika ekonomi dan sektor
keuangan, baik secara global maupun domestik. Stabilitas ekonomi dan pasar
keuangan global diharapkan dapat mengurangi volatilitas pasar keuangan
domestik. Di sisi lain, upaya Pemerintah yang terus-menerus untuk memperbaiki
ekonomi domestik diharapkan dapat menjaga yield SBN tetap stabil pada tingkat
yang rendah. Faktor domestik seperti inflasi dan stabilitas nilai tukar juga akan
memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas yield SBN dalam jangka
menengah. Dengan pengelolaan fiskal yang lebih baik dan peningkatan kinerja
sektor riil, diharapkan ekonomi domestik dapat tetap stabil, yang pada gilirannya
akan menjaga stabilitas yield SBN. Pendekatan kebijakan yang hati-hati dan
konsisten diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor, menurunkan
yield, dan mengurangi beban utang dalam jangka menengah.

Dalam rangka mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang
inklusif dan berkelanjutan, maka kebijakan fiskal akan terus didorong
agar lebih sehat, kredibel dan berkesinambungan dalam jangka menengah-
panjang. Hal tersebut ditempuh dengan mengakselerasi transformasi ekonomi-
sosial antara lain melalui: (i) penguatan SDM; (ii) hilirisasi dan transformasi
ekonomi hijau; (iii) melanjutkan pembangunan infrastruktur; dan (iv) penguatan
institusional serta simplifikasi regulasi. Agar transformasi ekonomi-sosial dapat
berjalan efektif, perlu disertai reformasi fiskal yang komprehensif dalam rangka
optimalisasi penerimaan negara, peningkatan kualitas belanja, dan mendorong
pembiayaan inovatif. Upaya mobilisasi penerimaan negara dilakukan dengan
menjaga efektivitas reformasi perpajakan, reformasi pengelolaan SDA dan BMN,
serta insentif fiskal yang terukur untuk mendorong akselerasi investasi.

Sedangkan upaya penguatan spending better dilakukan dengan fokus pada
area prioritas yaitu akselerasi pertumbuhan ekonomi, penguatan well-being,
percepatan konvergensi daerah, efisiensi belanja nonprioritas, serta sinergisitas
dan harmonisasi pusat- daerah. Sementara itu, upaya mendorong pembiayaan
yang inovatif dan berkelanjutan dengan fokus pada proyek yang mendukung
akselerasi pertumbuhan ekonomi (infrastruktur ICT, energi, konektivitas dan
kawasan ekonomi), mendorong skema KPBU yang lebih berkesinambungan dan
masif, memberdayakan peran SWE SMV, BUMN, dan blended finance, serta
penguatan manajemen kas untuk menjaga fiscal buffer yang andal dan berdaya
tahan. Melalui reformasi fiskal tersebut, diharapkan tax ratio akan terus
meningkat dan belanja yang semakin berkualitas terefleksi pada keseimbangan
primer yang menuju positif, defisit terkendali, dan rasio utang dalam batas
manageable.
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3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD

Searah dengan kebijakan dan asumsi dasar yang digunakan dalam APBN
Tahun 2025, maka pemerintah daerah menggunakan asumsi dasar yang sama
sebagai pedoman dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2025 dengan tetap
memperhatikan kondisi daerah. Karena itu, asumsi dasar penyusunan RAPBD
Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2025 lebih berkaitan dengan beberapa faktor
di luar kendali pemerintah daerah yang dapat mempengaruhi kebijakan-
kebijakan umum yang telah disepakati bersama. Beberapa asumsi tersebut
adalah:

1. Reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain mendukung
pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta
mitigasi dampak untuk peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dan
restrukturisasi transformasi ekonomi. Hal ini antara lain dilakukan melalui
proses pembentukan Perda PDRD sebagai payung hukum untuk melakukan
revitalisasi pendapatan asli daerah.

2. Kinerja konsumsi pemerintah cenderung melambat dan tidak merata
seiring belum optimalnya realisasi anggaran belanja pemerintah dan
pengaturan penggunaan DAU yang sudah ditentukan penggunaannya
(Specific Grant).

3. Kebijakan stimulus perlindungan sosial dari pemerintah baik pusat
maupun daerah serta pemberian insentif ataupun tambahan penghasilan
pegawai berpengaruh cukup signifikan terhadap peningkatan aktivitas
ekonomi masyarakat dan kinerja konsumsi rumah tangga.

4. Belanja sektor swasta diasumsikan merespons positif belanja pemerintah.
Artinya sektor swasta yang ada di Kabupaten Ngada mendukung belanja
pemerintah, serta turut terlibat dengan pembelanjaan sendiri mendukung
aktifitas sektor-sektor ekonomi swasta lainnya.

5. Kondisi sosial, politik, keamanan dan ketertiban dalam suasana kondusif
untuk pelaksanaan pembangunan.

6. Keterbatasan Pendapatan Daerah baik yang bersumber dari Pendapatan
Asli Daerah maupun yang bersumber dari Dana Transfer Daerah, baik dari
Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Propinsi.

7. Adanya kebijakan terkait Pengalokasian Dana Transfer Umum yang Telah
Ditentukan Penggunaannya (Specific Grant) dan Dana Transfer Umum yang
Tidak Ditentukan Penggunaannya (Block Grant) serta Dana Insentif Fiskal
berpengaruh terhadap besaran distribusi alokasi anggaran pada perangkat
daerah.

8. Transisi kepemimpinan daerah hasil Pilkada Serentak 2024 diperkirakan
turut berpengaruh terhadap pola kebijakan anggaran dan agenda
pembangunan daerah sesuai visi dan misi kepala daerah terpilih.
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Sedangkan arah kebijakan ekonomi daerah yang diambil sebagai asumsi
dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1) Nilai PDRB atas dasar harga konstan diproyeksikan Rp 2,49 trilyun
rupiah;

2) PDRB Per kapita atas dasar harga konstan diproyeksikan 23,96 juta
rupiah;

3) Laju pertumbuhan ekonomi diproyeksikan sebesar 3-5 %;

4) Inflasi diproyeksikan 2 - 5%j;

Berpijak pada asumsi-asumsi dasar penyusunan RAPBD sebagaimana
digambarkan diatas, maka anggaran disusun dengan memperhatikan prinsip-
prinsip sebagai berikut:

1. Transparasi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah

Untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab
dan sebagai instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab
pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat, maka APBD harus
dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat
yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau yang dianggarkan.

2.  Disiplin Anggaran

Adanya program yang harus disusun dengan berorientasi pada kebutuhan
masyarakat, tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Oleh karena itu, penyusunan dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat
guna, tepat waktu pada pelaksanaan dan penggunaannya dapat
dipertanggungjawabkan.

3.  Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk
dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara
optimal, guna kepentingan bagi masyarakat. Perencanaan perlu ditetapkan
secara jelas dan terarah, yakni tujuan, sasaran dan hasil serta pemanfaatan
yang diperoleh masyarakat dari sesuatu kegiatan yang diprogramkan.

4.  Prioritas

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan - kegiatan
yang terkait Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta yang
mendukung penguatan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung
Tante Nela Paris dan penataan Kawasan permukiman.
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5.  Tolok ukur dan target kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada
setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi.

3.3. Keselarasan sasaran Pokok RKP, RKPD NTT dengan RKPD Kabupaten
Ngada Tahun 2025

Keselarasan sasaran pokok pembangunan antara Pemerintah,
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sangat diperlukan dalam
mempercepat capaian pembangunan Nasional. Adapun keselarasan sasaran
Pokok RKP, RKPD NTT dengan RKPD Tahun 2025 Kabupaten Ngada dapat dilihat
pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Target Pencapaian Indikator Makro Ekonomi Nasional,
NTT dan Kabupaten Ngada

) Target 2025
No. Indikator
Nasional NTT Ngada
1. Pertumbuhan ekonomi (%) 52% 5,0-5,4 5.04
2. Tingkat Kemiskinan (%) 6,5-7,5% 16,50 - 16,90 11.59
3. | Tingkat pengangguran (%) 50-5,7% 2,66 -3,37 3,58
4. IPM 73,99 - 74,02 66,58 - 66,73 70,11

Sumber: RKPD Kabupaten Ngada Tahun 2025
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